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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax
amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi, serta menguji peran kesadaran wajib pajak
sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Boyolali.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
metode deskriptif. Sampel penelitian terdiri atas 100 wajib
pajak orang pribadi yang ditentukan melalui teknik
accidental  sampling. Data primer  dikumpulkan
menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui uji validitas,
reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, serta
analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien 0,704 dan
signifikansi 0,000. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan, dengan koefisien 0,315 dan
signifikansi  0,001. Secara simultan, kedua variabel
menjelaskan 75,1% variasi kepatuhan wajib pajak. Model
kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien determinasi
sebesar 91%. Pengaruh tidak langsung sanksi pajak terhadap
kesadaran melalui kepatuhan sebesar 0,164, lebih besar
daripada pengaruh langsung sebesar 0,157.
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1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun
eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Usaha
memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak
maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.
Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self Assessment, memberikan
kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan
kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak
menjadi factor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan
pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat
diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika
(dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya
sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
dasar hukum penyelenggaran negara.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mengalami banyak
halangan atau kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah,
dikarenakan pada saat membayar kewajiban pajaknya lebih kecil daripada pajak yang
seharusnya dibayarkan. Dan masih banyak wajib bajak yang tidak melaporkan pajak dan
membayarkan pajaknya.

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat
kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib
pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang
yang ada tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau
dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar
norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Hal ini dapat dicapat melalui kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal adalah
kebijakan tax amnesty / pengampunan pajak (Bodjonegoro, 2016) dalam (Husnurrosyidah &
Ulfah, 2016). Kebijakan tax amnesty sudah dua kali diterapkan di Indonesia, yaitu tahun 1964
dan 2016. Tax amnesty dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan
pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk
membayar pajak, baik yang disimpan di dalam negeri maupun disimpan di luar negeri
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016).

Tidak bisa dipungkiri banyak masyarakat yang masih kurang percaya keberadaan pajak,
dilihat dari lingkungan masyarakat, masyarakat hanya mengetahui pajak sebagai suatu
kegiatan membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengetahui dasar dan
maksud serta tujuan dari pembayaran pajak. Hal itu dikarenakaan kurangnya pemahaman
tentang pajak. Pajak banyak dapat diartikan menjadi pungutan yang dilakukan oleh negara
terhadap masyarakat di negaranya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana atas
pungutan tersebut negara tidak menyampaikan kontrasepsi secara langsung kepada si
pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber primer belanja



negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan
pajak.

Di dalam undang — undang Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara
disektor pajak mengalami banyak halangan atau kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan
wajib pajak masih rendah, dikarenakan pada saat membayar kewajiban pajaknya lebih kecil
daripada pajak yang seharusnya dibayarkan. Dan masih banyak wajib bajak yang tidak
melaporkan pajak dan membayarkan pajaknya.

Hal mengenai sumber penerimaan negara disektor pajak, pemerintahan Indonesia
berupaya untuk mengurangi sumber penerimaan yang berasal dari sektor eksternal yaitu
pinjaman dari luar di negeri dan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor
internal yaitu pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk
meningkatan pajak melalui program Tax amnesty. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan pada
danan yang disimpan diluar negeri akan tetapi kebijakan ini diberlakukan untuk semua wajib
pajak yang ada di Indonesia. Dengan adanya Tax amnesty ini diharapkan wajib pajak akan
dilakukan dengan sukarela dan melaporkan pajak kemudian akan patuh terhadap kewajiban
membayar pajaknya.

Menurut Novianti (2016) tujuan Tax amnesty antara lain adalah meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas
domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
Selain itu Tax amnesty juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid,
komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak. Keseriusan program
Tax amnesty sangat didukung oleh peran serta pemerintah. Bahkan presiden Joko Widodo
sangat serius dalam melakukan pengawasan program Tax amnesty. Beliau berjanji akan
mengawasi secara langsung pelaksanaan Tax amnesty.

Menurut (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani 2016) penghindaran pajak yang dilakukan
oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang -
undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang
karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar
aturanperpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka
penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara
dapat meningkat.

Meskipun di dalam UU KUP (Undang-undang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan),
bahwa pajak adalah iuran yang bersifat memaksa, yaitu berarti memiliki arti, jika wajib pajak
tidak melaksankan kewajiban pajaknya maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang — undangan yang berlaku. Beberapa wajib pajak akan membayar pajaknya jika ia
menyadari bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Akan tetapi, sampai saat ini
masih banyak wajib pajak yang tidak memikirkan hal tersebut. Selain itu kesadaran pajak
diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib
pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan
ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib
pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga
dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (Nur Ghailina As’ari, 2018).



Penelitian ini akan menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti
terdahulu terkait dengan pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kapatuhan wajib
pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel
intervening. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kabupaten
Boyolali.

1.2. Tinjauan Pustaka
Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan menjelaskan perilaku individu dalam menaati aturan dan ketentuan yang
berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk
melaksanakan  kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, baik karena
mempertimbangkan konsekuensi pelanggaran maupun karena menyadari tanggung
jawabnya sebagai warga negara. Kepatuhan yang didorong oleh pertimbangan instrumental
berkaitan dengan risiko pemeriksaan dan sanksi, sedangkan kepatuhan normatif berkaitan
dengan penerimaan terhadap kewajiban perpajakan. Kedua pendekatan tersebut relevan
untuk menjelaskan hubungan antara tax amnesty, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan digunakan sebagai
landasan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengampunan pajak dan penerapan sanksi
berkaitan dengan kepatuhan, baik secara langsung maupun melalui kesadaran wajib pajak
(Jatmiko, 2006; Saputra, 2019).

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan
bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui tiga komponen utama,
yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks
perpajakan, sikap mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi
kewajiban perpajakan, norma subjektif berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial,
sedangkan persepsi kontrol perilaku menunjukkan keyakinan individu atas kemampuannya
melaksanakan kewajiban tersebut. Teori ini relevan karena kepatuhan tidak hanya berkaitan
dengan peraturan dan sanksi, tetapi juga dengan sikap, pengaruh sosial, serta kemampuan
wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak memiliki keterkaitan
dengan sikap terhadap kewajiban perpajakan, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik.
Oleh karena itu, TPB digunakan untuk menjelaskan aspek perilaku yang berkaitan dengan
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Ajzen, 1991; Saputra, 2019).

Teori Pencegahan (Deterrence Theory)

Deterrence Theory menjelaskan bahwa individu cenderung menghindari pelanggaran
ketika mempertimbangkan kemungkinan terdeteksinya pelanggaran dan konsekuensi yang
akan diterima. Dalam perpajakan, teori ini menjadi dasar untuk menjelaskan fungsi sanksi
dalam mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak lebih berhati-hati dalam
menghitung, membayar, serta melaporkan pajak. Efektivitas sanksi tidak hanya bergantung
pada beratnya hukuman, tetapi juga pada kepastian penerapan aturan dan persepsi wajib
pajak terhadap konsekuensi pelanggaran. Jatmiko (2006) mengkaji keterkaitan pelaksanaan
sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, teori
pencegahan digunakan untuk menjelaskan dugaan hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan



dan kesadaran wajib pajak, dengan tetap membedakan kepatuhan karena takut terhadap
hukuman dari kesadaran yang didasarkan pada pemahaman dan tanggung jawab perpajakan.

Pajak

Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah secara
ekonomis, sedangkan secara yuridis merupakan iuran yang dapat dipaksakan berdasarkan
ketentuan hukum (Mujiyati & M. Abdul Aris, 2020:5). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak
merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan,
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memberikan imbalan secara langsung,
dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber
penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan. Meskipun wajib
pajak tidak menerima imbalan secara langsung atas pembayaran pajak, manfaatnya dapat
dirasakan melalui penyediaan pelayanan publik, keamanan, infrastruktur, dan fasilitas umum
lainnya (Mujiyati & M. Abdul Aris, 2020:4).

Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi
pembayar, pemotong, dan pemungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang terdaftar pada
Kantor Pelayanan Pajak dapat dibedakan berdasarkan status administrasinya sesuai
ketentuan yang berlaku. Lady Ayu Anggraeni (2017) membahas kepatuhan wajib pajak orang
pribadi dengan mempertimbangkan kesadaran, lingkungan, religiositas, dan kemanfaatan
NPWP. Dalam penelitian ini, wajib pajak orang pribadi menjadi subjek penelitian untuk
menganalisis hubungan tax amnesty dan sanksi pajak dengan kepatuhan, dengan kesadaran
wajib pajak sebagai variabel intervening.

Tax Amnesty

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan penghapusan pajak terutang
melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan ini memberikan fasilitas
pengampunan atas kewajiban perpajakan yang tercakup dalam program sesuai ketentuan
yang berlaku dan diharapkan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk
memperbaiki pemenuhan kewajibannya (Erawati & Rahayu, 2021; Nurkhin et al., 2018).
Secara umum, tax amnesty bertujuan mendorong pengungkapan harta, memperluas basis
data perpajakan, dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan setelah program berakhir.
Namun, pengaruhnya terhadap kepatuhan jangka panjang perlu diperhatikan karena
kebijakan pengampunan juga berpotensi menimbulkan harapan akan adanya program serupa
pada masa mendatang. Abdullah dan Nainggolan (2018) mengkaji penerapan UU tax amnesty
dalam kaitannya dengan pengetahuan, kesadaran, dan motivasi membayar pajak, sedangkan
Nurkhin et al. (2018) menganalisis hubungan pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan tax
amnesty dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konsep tersebut, indikator tax amnesty
dalam penelitian ini dapat mencakup pemahaman terhadap tujuan dan ketentuan program,
persepsi mengenai manfaat pengampunan pajak, kesempatan mengungkapkan harta sesuai
ketentuan, serta persepsi mengenai pengaruh program terhadap keterbukaan dan kepatuhan
perpajakan. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan definisi operasional, referensi yang
digunakan, dan butir kuesioner penelitian.



Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak atas
pelanggaran ketentuan perpajakan, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana
sesuai dengan jenis pelanggaran dan peraturan yang berlaku. Sanksi bertujuan mendorong
pemenuhan kewajiban perpajakan, mencegah pelanggaran, meningkatkan kedisiplinan, serta
mendukung penegakan hukum. Berdasarkan Deterrence Theory, sanksi diperkirakan
berkaitan positif dengan kepatuhan karena wajib pajak terdorong menghindari konsekuensi
pelanggaran. Jatmiko (2006) meneliti keterkaitan pelaksanaan sanksi denda dengan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Atarwaman (2020) mengkaji hubungan
sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak
orang pribadi. Sanksi juga berpotensi meningkatkan perhatian wajib pajak terhadap
kewajibannya, meskipun kepatuhan karena takut terhadap hukuman tidak selalu
mencerminkan kesadaran sukarela. Oleh karena itu, indikator sanksi pajak dapat meliputi
pemahaman mengenai keberadaan dan jenis sanksi, ketegasan dan konsistensi penerapan,
kesesuaian sanksi dengan pelanggaran, efek pencegahan terhadap ketidakpatuhan, serta
pemahaman mengenai konsekuensi hukum. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan
definisi operasional dan instrumen penelitian.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami dan menerima
pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai
ketentuan. Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan dan
prosedur, tetapi juga pemahaman mengenai fungsi pajak bagi pembiayaan negara serta
kemauan untuk memenuhi kewajiban secara benar. Kesadaran dapat berkaitan dengan
pengetahuan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, pengalaman administrasi
perpajakan, lingkungan sosial, serta pemahaman mengenai manfaat pajak. Abdullah dan
Nainggolan (2018) mengkaji keterkaitan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dengan
motivasi membayar pajak, sedangkan Setiyani et al. (2018) menempatkan kesadaran wajib
pajak sebagai variabel intervening dalam hubungan motivasi dan pengetahuan perpajakan
dengan kepatuhan. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel
intervening yang diduga menjelaskan hubungan tax amnesty dan sanksi pajak dengan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tax amnesty dapat berkaitan dengan kesadaran melalui
pemahaman mengenai kewajiban dan kesempatan memperbaiki kondisi perpajakan,
sedangkan sanksi dapat meningkatkan perhatian terhadap peraturan dan konsekuensi
pelanggaran. Indikator kesadaran dapat mencakup pemahaman mengenai fungsi pajak,
pengakuan atas tanggung jawab perpajakan, kesediaan memenuhi kewajiban sesuai
ketentuan, pemahaman tentang pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak, serta
kemauan untuk patuh tanpa semata-mata bergantung pada pengawasan atau ancaman
sanksi. Peran mediasi kesadaran tetap perlu dibuktikan melalui pengujian statistik terhadap
pengaruh tidak langsung.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada wajib pajak
orang pribadi, kepatuhan mencakup pemenuhan kewajiban pendaftaran apabila diwajibkan,
penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan sesuai ketentuan. Kepatuhan dibedakan menjadi kepatuhan formal, yaitu



pemenuhan kewajiban administratif berdasarkan tata cara dan batas waktu yang berlaku,
serta kepatuhan material, yaitu pemenuhan kewajiban secara substantif berdasarkan
kebenaran informasi dan kesesuaian penghitungan pajak. As’ari (2018) mengkaji hubungan
pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak dengan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Erawati dan Rahayu (2021) menganalisis
hubungan sanksi perpajakan, kesadaran, dan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak
orang pribadi. Berdasarkan konsep tersebut, kepatuhan dapat berkaitan dengan
pengetahuan, kesadaran, sanksi, kualitas pelayanan, dan kemudahan administrasi. Dalam
penelitian ini, indikator kepatuhan meliputi pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan, penyampaian SPT Tahunan tepat waktu, penghitungan pajak sesuai peraturan,
pembayaran pajak terutang, serta penyampaian informasi perpajakan secara benar dan
lengkap. Apabila pengukuran dilakukan melalui kuesioner tanpa pemeriksaan dokumen
perpajakan, hasilnya perlu ditafsirkan sebagai laporan diri responden, bukan sebagai verifikasi
objektif atas seluruh kewajiban perpajakannya.

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang memberikan kesempatan
kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan memperbaiki pemenuhan kewajiban
perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan
kepatuhan karena mendorong keterbukaan pelaporan dan memberikan kesempatan kepada
wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakan pada masa sebelumnya. Nurkhin et al.
(2018) menemukan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,
sedangkan Paranoan (2022) dan Anggarini et al. (2019) turut mengkaji kebijakan
pengampunan pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan. Efektivitas kebijakan
tersebut tetap bergantung pada pemahaman wajib pajak dan konsistensi pengawasan setelah
program berakhir. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai
berikut:

Hi: Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan yang
berfungsi mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.
Berdasarkan Deterrence Theory, keberadaan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan karena
wajib pajak mempertimbangkan konsekuensi finansial maupun hukum apabila tidak
memenuhi kewajiban perpajakan. As’ari (2018) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil serupa dilaporkan
oleh Erawati dan Rahayu (2021), Sriniyati (2020), serta Anggarini et al. (2019), meskipun
Paranoan (2022) menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Perbedaan hasil
tersebut menunjukkan bahwa hubungan sanksi dengan kepatuhan perlu diuji kembali
berdasarkan karakteristik responden dan kondisi perpajakan di KPP Pratama Boyolali.
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

Hz: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kesadaran Wajib Pajak



Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman mengenai fungsi pajak dan penerimaan
kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Kebijakan tax amnesty
berpotensi meningkatkan kesadaran melalui kesempatan memperbaiki pemenuhan
kewajiban perpajakan, meningkatkan keterbukaan pelaporan harta, serta memperoleh
pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan perpajakan. Abdullah dan Nainggolan
(2018) mengkaji keterkaitan penerapan UU tax amnesty, pengetahuan wajib pajak, dan
kesadaran wajib pajak dengan motivasi membayar pajak, sedangkan Nurkhin et al. (2018)
meneliti hubungan tax amnesty, pemahaman pajak, dan kesadaran pajak dengan kepatuhan.
Meskipun penelitian tersebut memberikan landasan yang relevan, pengaruh langsung tax
amnesty terhadap kesadaran tetap perlu diuji secara empiris. Berdasarkan uraian tersebut,
hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

Hs: Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memperhatikan ketentuan
perpajakan dan memahami konsekuensi yang timbul apabila kewajibannya tidak dipenuhi.
Penerapan sanksi yang jelas dan konsisten berpotensi meningkatkan perhatian terhadap
kewajiban perpajakan, meskipun kepatuhan karena takut terhadap hukuman tidak selalu
mencerminkan kesadaran intrinsik. As’ari (2018) menemukan bahwa sanksi pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Krisnadeva
dan Merkusiwati (2020) mengkaji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak
kendaraan bermotor. Temuan tersebut mendukung relevansi sanksi dalam perilaku
perpajakan, tetapi belum secara langsung membuktikan pengaruhnya terhadap kesadaran
wajib pajak. Oleh karena itu, hubungan sanksi pajak dengan kesadaran perlu diuji secara
khusus dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan
sebagai berikut:

Ha: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mendorong pemenuhan
kewajiban perpajakan secara sukarela karena wajib pajak memahami fungsi pajak dan
tanggung jawabnya dalam mendukung penerimaan negara. Wajib pajak yang memiliki
kesadaran tinggi cenderung lebih terdorong untuk menghitung, membayar, dan melaporkan
pajak sesuai ketentuan, meskipun pelaksanaannya tetap dapat dipengaruhi kendala
administratif dan pemahaman teknis. Nurkhin et al. (2018) menemukan bahwa kesadaran
wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Erawati dan Rahayu (2021)
juga mengkaji kesadaran sebagai faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi. Hasil penelitian Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) turut menunjukkan
relevansi kesadaran dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan
uraian tersebut, hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:

Hs: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Tax amnesty diduga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung
melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Kebijakan pengampunan pajak



memberikan kesempatan untuk memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan
pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab perpajakan berpotensi
memperkuat kesadaran untuk tetap patuh setelah program berakhir. Nurkhin et al. (2018)
menemukan bahwa tax amnesty dan kesadaran wajib pajak berkaitan positif dengan
kepatuhan, sehingga hasil tersebut dapat menjadi landasan untuk menguji mekanisme
hubungan tidak langsung. Namun, temuan mengenai hubungan masing-masing variabel
dengan kepatuhan belum cukup untuk membuktikan adanya mediasi. Oleh karena itu,
pengaruh tidak langsung tax amnesty terhadap kepatuhan melalui kesadaran perlu diuji
secara statistik. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut:

He: Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui
kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Sanksi pajak diduga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung
melalui kesadaran wajib pajak. Selain memberikan konsekuensi atas pelanggaran, penerapan
sanksi yang jelas dapat meningkatkan perhatian wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan
dan mendorong pemahaman mengenai pentingnya memenuhi kewajiban secara benar. As’ari
(2018), Erawati dan Rahayu (2021), serta Sriniyati (2020) mengkaji hubungan sanksi pajak
dengan kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian Nurkhin et al. (2018) menunjukkan
relevansi kesadaran dalam menjelaskan kepatuhan. Meskipun demikian, kepatuhan yang
muncul karena rasa takut terhadap sanksi belum tentu disertai kesadaran yang kuat. Oleh
karena itu, kesadaran perlu diuji sebagai variabel intervening untuk mengetahui apakah
sanksi pajak berkaitan dengan kepatuhan melalui mekanisme tersebut. Berdasarkan uraian
tersebut, hipotesis ketujuh dirumuskan sebagai berikut:

H7: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui
kesadaran wajib pajak

2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk

menganalisis hubungan antara tax amnesty, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi
yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Boyolali. Sampel ditentukan menggunakan teknik
accidental sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kebetulan bertemu dengan
peneliti dan memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan rumus Malhotra (2006:291), jumlah
sampel ditetapkan sebesar lima kali jumlah indikator. Dengan 20 indikator, penelitian ini
melibatkan 100 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan
melalui kuesioner. Definisi operasional variabel beserta indikator pengukurannya disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional Indikator Sumber
Perilaku wajib pa!ak 1. Mematuhi batas waktu "
dalam memenuhi envampaian SPT Pauiji (2020);
kewajiban perpajakan penyamp o Alfiyah & Latifah
. .. 2.Menyampaikan SPT

secara sukarela, meliputi (2017)

. tepat waktu.
penghitungan,

Kepatuhan Wajib
Pajak (Y)



Tax Amnesty (X;)

Sanksi Pajak (X3)

Kesadaran Wajib
Pajak (Z)

pembayaran, dan
pelaporan pajak.

Penghapusan pajak
terutang beserta sanksi
administrasi dan pidana
perpajakan melalui
pengungkapan harta dan
pembayaran uang
tebusan.

Instrumen untuk
memastikan kepatuhan
terhadap peraturan
perpajakan dan
mencegah pelanggaran
norma perpajakan.

Kerelaan wajib pajak
dalam memenuhi
kewajiban perpajakan
dan berkontribusi
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan melalui
pembayaran pajak.

3. Tidak memiliki
tunggakan pajak.

4. Tidak pernah dijatuhi
hukuman pidana
perpajakan.

5. Mengisi dan
menyampaikan SPT
secara jujur, lengkap, dan
benar.

1. Meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.
2. Mendorong kejujuran
pelaporan harta.

3. Mendorong repatriasi
modal atau aset.

4. Menjadi transisi
menuju sistem
perpajakan baru.

5. Meningkatkan
penerimaan negara
dalam jangka pendek.

1. Menciptakan
kedisiplinan wajib pajak.
2. Menimbulkan efek
jera.

3. Berpotensi merugikan
wajib pajak.

4. Diberikan sesuai
ketentuan yang berlaku.
5. Wajib pajak yang tidak
patuh dikenai sanksi.

1. Persepsi tentang
penggunaan dana pajak.
2. Tingkat pengetahuan
mengenai kesadaran
membayar pajak.

3. Kondisi keuangan wajib
pajak.

UU Pengampunan
Pajak (2016);
Alfiyah & Latifah
(2017)

Mardiasmo
(2009); Alfiyah &
Latifah (2017)

Utomo (2011,
dalam Yulsiati,
2015); As’ari
(2018)

Analisis data dilakukan melalui uji validitas menggunakan Pearson Product Moment
dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau koefisien korelasi minimal 0,30, serta uji
reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dengan nilai lebih dari 0,60. Uji asumsi klasik
meliputi uji normalitas residual menggunakan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas
berdasarkan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), serta uji heteroskedastisitas
menggunakan metode Glejser. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengetahui
pengaruh simultan dan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial. Selanjutnya, regresi linier
berganda dan analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menguji pengaruh tax amnesty
dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Koefisien determinasi



(R?) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel
dependen (Ghozali, 2011; Priadana & Muis, 2009; Sunjoyo et al., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali merupakan instansi vertikal Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah Il yang bertugas
menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, penyuluhan, dan penegakan hukum perpajakan
di wilayah Kabupaten Boyolali. Wilayah kerjanya mencakup 22 kecamatan, dengan pelayanan
meliputi administrasi perpajakan, konsultasi, pembayaran, pelaporan, serta edukasi untuk
meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Boyolali mengacu pada
visi DJP, vyaitu menjadi penggerak pembangunan bangsa melalui penyelenggaraan
administrasi pajak terbaik yang berlandaskan integritas, serta menjalankan misi pengelolaan
fiskal yang sehat, optimalisasi penerimaan pajak, dan penyelenggaraan birokrasi serta
pelayanan yang adaptif, efektif, dan efisien. Visi dan misi tersebut relevan dengan penelitian
mengenai pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan
kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini melibatkan 110 wajib pajak
orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali sebagai responden melalui penyebaran
kuesioner untuk memperoleh informasi mengenai persepsi dan perilaku mereka terkait
kebijakan tax amnesty, penerapan sanksi pajak, kesadaran, serta kepatuhan dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.

Uji Instrumen

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner pada variabel
tax amnesty, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel ltem R Hitung R Tabel CA Keterangan
Tax Amnesty TA.1 0,813 0,187 0,812 Valid dan reliabel
TA.2 0,590 0,187 Valid
TA3 0,601 0,187 Valid
TA.4A 0,647 0,187 Valid
TA.5 0,681 0,187 Valid
TA.6 0,603 0,187 Valid
TA.7 0,649 0,187 Valid
TA.8 0,685 0,187 Valid
Sanksi Pajak SP.1 0,799 0,187 0,870 Valid dan reliabel
SP.2 0,677 0,187 Valid
SP.3 0,778 0,187 Valid
SP.4 0,768 0,187 Valid
SP.5 0,714 0,187 Valid
SP.6 0,710 0,187 Valid
SP.7 0,799 0,187 Valid
Kepatuhan Wajib KP.1 0,700 0,187 0,849 Valid dan reliabel
Pajak KP.2 0,755 0,187 Valid
KP.3 0,754 0,187 Valid

KP.4 0,604 0,187 Valid



KP.5 0,585 0,187 Valid

KP.6 0,546 0,187 Valid

KP.7 0,636 0,187 Valid

KP.8 0,736 0,187 Valid

KP.9 0,755 0,187 Valid

Kesadaran Wajib KSDR.1 0,554 0,187 0,834 Valid dan reliabel

Pajak KSDR.2 0,571 0,187 Valid
KSDR.3 0,632 0,187 Valid

KSDR.4 0,764 0,187 Valid

KSDR.5 0,681 0,187 Valid

KSDR.6 0,777 0,187 Valid

KSDR.7 0,610 0,187 Valid

KSDR.8 0,546 0,187 Valid

KSDR.9 0,804 0,187 Valid

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 2, seluruh 33 item pernyataan memiliki nilai \(r\) hitung sebesar 0,546—
0,813, lebih besar daripada \(r\) tabel sebesar 0,187, sehingga seluruh item dinyatakan valid.
Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha variabel tax amnesty sebesar 0,812,
sanksi pajak sebesar 0,870, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,849, dan kesadaran wajib pajak
sebesar 0,834. Seluruh nilai tersebut melampaui batas minimum 0,60, sehingga instrumen
penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya (Sunjoyo et al.,
2013).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan
analisis, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian
disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Persamaan Monte Carlo Sig. (2-tailed) Keterangan
Persamaan | 0,118 Normal
Persamaan Il 0,088 Normal

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 23.

Berdasarkan Tabel 3, nilai signifikansi Monte Carlo pada persamaan | sebesar 0,118 dan
persamaan Il sebesar 0,088. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga residual pada
kedua persamaan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji
multikolinearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen
dalam model regresi disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Persamaan Variabel Tolerance  VIF Keterangan
I Tax amnesty 0,328 3,05 Tidak terjadi multikolinearitas
I Sanksi pajak 0,328 3,05 Tidak terjadi multikolinearitas

Tax amnesty, sanksi pajak,
dan kesadaran wajib pajak

Sumber: Data primer diolah.

Il >0,10 <10 Tidak terjadi multikolinearitas




Berdasarkan Tabel 4, persamaan | memiliki nilai tolerance sebesar 0,328 dan VIF sebesar
3,05 pada variabel tax amnesty dan sanksi pajak. Pada persamaan I, nilai tolerance seluruh
variabel dilaporkan lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian, kedua
persamaan tidak menunjukkan gejala multikolinearitas berdasarkan kriteria yang digunakan.
Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser pada persamaan | dan Il disajikan
pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Persamaan Variabel yang Diuji Nilai Signifikansi Keterangan
L Tidak terjadi
I Tax amnesty dan sanksi pajak > 0,05 heteroskedastisitas

Tax amnesty, sanksi pajak, dan
kesadaran wajib pajak

Sumber: Data primer diolah.

Tidak terjadi

Il .
heteroskedastisitas

> 0,05

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel
pada persamaan | dan Il lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua persamaan
tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi homoskedastisitas terpenubhi.

Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi, koefisien determinasi, uji t, dan uji F dirangkum dalam Tabel 3 untuk
menunjukkan arah, besaran, dan signifikansi hubungan antarvariabel. Hasil analisis regresi
dan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap
kepatuhan serta kesadaran wajib pajak disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Pengujian Variabel/Hubungan Koefisien (B) hi:[c{Jan Sig. Keterangan
Persamaan | Tax Amnesty 0,704 7,421 <0,001 Positif dan signifikan
Kepatuhan
Sanksi Pajak = 0,315 3,280 0,001 Positif dan signifikan
Kepatuhan
75,1% variasi
R Square 0,751 — — dijelaskan
Uji F — 16,278  <0,001 Model signifikan
Persamaan Il Tax Amnesty 0,276 4,006 <0,001 Positif dan signifikan
Kesadaran
Sanksi Pajak = 0,175 2,947 0,004 Positif dan signifikan
Kesadaran
Kepatuhan = 0,583 10,206  <0,001 Positif dan signifikan
Kesadaran
91,0% variasi
R Square 0,910 — — dijelaskan
Uji F — 357,334 <0,001 Model signifikan

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 6, persamaan | menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien 0,704 dan signifikansi
kurang dari 0,001. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak, dengan koefisien 0,315 dan signifikansi 0,001. Nilai R Square sebesar 0,751



menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 75,1% variasi kepatuhan
wajib pajak, sedangkan 24,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Uji F
menghasilkan nilai 16,278 dengan signifikansi kurang dari 0,001, sehingga model persamaan
| signifikan secara simultan.

Pada persamaan ll, tax amnesty, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak masing-masing
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan
koefisien berturut-turut sebesar 0,276; 0,175; dan 0,583. Nilai R Square sebesar 0,910
menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 91,0% variasi kesadaran wajib pajak,
sedangkan 9,0% sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Uji F sebesar 357,334 dengan signifikansi
kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa model signifikan secara simultan.

Analisis Jalur (Path Analisis)

Analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan
sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan
menggunakan koefesien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh
variabel independen exogenous terhadap variabel dependen endogenous. (Jonathan
Sarwono, 2011).

el=0,499

e2 = 0,300
Tax Amnesty (X1) N _0'251

e

Kepatuhan Wajib Pajak 0,596 Kesadaran Wajib Pajak

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0,625 (v) N @)

N

0,276

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7777777777,,,.—77”""0;1757

Berdasarkan hasil analisis jalur, tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan sanksi pajak juga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi 0,001.
Selain itu, tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan
signifikansi 0,000, sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0,004, dan
kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan
signifikansi 0,000. Pengaruh tidak langsung tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak
melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 0,373, diperoleh dari perkalian koefisien 0,625 x
0,596, dengan pengaruh total sebesar 0,624 setelah ditambahkan pengaruh langsung sebesar
0,251. Sementara itu, pengaruh tidak langsung sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak
melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 0,164, diperoleh dari perkalian 0,276 x 0,596, dengan
pengaruh total sebesar 0,321 setelah ditambahkan pengaruh langsung sebesar 0,157. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa kedua pengaruh tidak langsung secara numerik lebih besar
daripada pengaruh langsungnya. Namun, signifikansi pengaruh mediasi perlu dipastikan
melalui pengujian efek tidak langsung, seperti bootstrapping, sehingga belum dapat
disimpulkan hanya berdasarkan perbandingan koefisien.

Pembahasan



Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0,704 dan signifikansi 0,000
(p < 0,001). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan tax amnesty, semakin
tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan
pengampunan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan kewajiban
perpajakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan Nurkhin et al. (2018), yang mengkaji hubungan pemahaman
pajak, kesadaran pajak, dan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga
sejalan dengan Erawati dan Rahayu (2021) serta Anggarini et al. (2019), yang meneliti peran
tax amnesty dalam kepatuhan perpajakan. Kesamaan temuan ini mengindikasikan bahwa
kebijakan pengampunan pajak dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong
kepatuhan, meskipun keberlanjutan kepatuhan tetap memerlukan pengawasan dan edukasi
perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,315 dan nilai signifikansi 0,001.
Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak
untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak berperan sebagai
konsekuensi atas pelanggaran sekaligus instrumen untuk meningkatkan kedisiplinan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Temuan ini sejalan dengan As’ari (2018), Erawati dan Rahayu (2021), serta Anggarini et al.
(2019), yang membahas peran sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Namun, hasil ini tidak sejalan dengan temuan Paranoan (2022), yang dalam penelitian
tersebut dilaporkan menunjukkan pengaruh sanksi pajak negatif dan tidak signifikan terhadap
kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi dapat
berkaitan dengan penerapannya di lapangan, sehingga penegakan aturan perlu dilakukan
secara konsisten dan disertai pemahaman perpajakan yang memadai.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kesadaran wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,276 dan nilai signifikansi 0,000
(p < 0,001). Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tax amnesty berkaitan dengan
meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban
perpajakannya. Kebijakan tersebut dapat menjadi momentum bagi wajib pajak untuk
memperbaiki kepatuhan administratif sekaligus meningkatkan perhatian terhadap kewajiban
pajak pada masa berikutnya.

Temuan ini memiliki keterkaitan konseptual dengan Abdullah dan Nainggolan (2018), yang
membahas pengetahuan dan kesadaran perpajakan serta peran tax amnesty dalam motivasi
membayar pajak. Nurkhin et al. (2018) juga mengkaji tax amnesty dan kesadaran pajak dalam
kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut
tidak secara langsung menguji hubungan tax amnesty terhadap kesadaran sebagai variabel
dependen, sehingga hasilnya lebih tepat diposisikan sebagai dukungan konseptual, bukan
bukti empiris yang sepenuhnya identik.



Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kesadaran wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,175 dan nilai signifikansi 0,004.
Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan konsisten berkaitan dengan
meningkatnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban
perpajakan. Keberadaan sanksi dapat memperkuat pemahaman bahwa pelaksanaan
kewajiban pajak merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Hasil ini memiliki keterkaitan dengan As’ari (2018) serta Muliari dan Setiawan (2011), yang
mengkaji sanksi dan kesadaran wajib pajak dalam konteks kepatuhan perpajakan. Namun,
penelitian tersebut lebih berfokus pada kepatuhan wajib pajak dan tidak secara langsung
menguji pengaruh sanksi terhadap kesadaran sebagai variabel terikat. Oleh karena itu,
temuan penelitian ini memberikan sudut pandang tambahan bahwa sanksi tidak hanya
berkaitan dengan perilaku kepatuhan, tetapi juga dapat berhubungan dengan kesadaran
wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,583 dan nilai
signifikansi 0,000 (p < 0,001). Dibandingkan dengan koefisien tax amnesty sebesar 0,276 dan
sanksi pajak sebesar 0,175 dalam persamaan yang sama, kepatuhan wajib pajak memiliki
koefisien paling besar. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan positif yang relatif kuat
antara kepatuhan dan kesadaran dalam model penelitian, meskipun hubungan tersebut tidak
dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat di luar model yang diuji.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan Nurkhin et al. (2018), yang menempatkan
kesadaran pajak sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.
Namun, arah hubungan yang dikaji berbeda karena penelitian tersebut membahas kesadaran
terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian ini menguji kepatuhan terhadap kesadaran.
Dengan demikian, kedua hasil tersebut tidak dapat dinyatakan sepenuhnya sejalan dalam
arah hubungan, tetapi dapat menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan merupakan dua
aspek perpajakan yang saling berkaitan.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh langsung terhadap
kesadaran wajib pajak sebesar 0,251. Sementara itu, pengaruh tidak langsung melalui
kepatuhan wajib pajak diperoleh dari perkalian koefisien 0,625 dan 0,596, yaitu sebesar
0,373. Dengan demikian, pengaruh totalnya mencapai 0,624. Secara numerik, pengaruh tidak
langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, sehingga kepatuhan wajib pajak
berpotensi menjadi jalur yang menjelaskan hubungan antara tax amnesty dan kesadaran.
Namun, signifikansi pengaruh tidak langsung tersebut belum dapat dipastikan hanya
berdasarkan perbandingan koefisien.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan Nurkhin et al. (2018) serta Erawati dan Rahayu
(2021), yang membahas hubungan tax amnesty, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak.
Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut tidak secara langsung menguji kepatuhan
wajib pajak sebagai mediator dalam hubungan tax amnesty terhadap kesadaran. Oleh karena
itu, dugaan peran mediasi dalam penelitian ini perlu dikonfirmasi melalui pengujian efek tidak



langsung, misalnya dengan prosedur bootstrapping, agar dapat disimpulkan apakah mediasi
tersebut signifikan secara statistik.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh langsung terhadap
kesadaran wajib pajak sebesar 0,157. Pengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak
diperoleh dari perkalian koefisien 0,276 dan 0,596, yaitu sebesar 0,164. Dengan demikian,
pengaruh total sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak mencapai 0,321. Secara numerik,
pengaruh tidak langsung sedikit lebih besar daripada pengaruh langsung. Hasil ini
mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpotensi menjadi jalur penghubung antara
sanksi pajak dan kesadaran, tetapi signifikansi mediasi masih memerlukan pengujian statistik
lebih lanjut.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan As’ari (2018), Atarwaman (2020), serta Erawati
dan Rahayu (2021), yang mengkaji sanksi pajak, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak.
Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak secara langsung menguji kepatuhan sebagai
mediator dalam hubungan sanksi pajak terhadap kesadaran. Oleh karena itu, hasil penelitian
ini memperluas pembahasan mengenai keterkaitan ketiga variabel tersebut, tetapi
kesimpulan mengenai mediasi harus didasarkan pada hasil pengujian efek tidak langsung,
bukan semata-mata pada perbedaan nilai koefisien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tax amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan koefisien masing-masing
sebesar 0,704 (p = 0,000) dan 0,315 (p = 0,001), sehingga tax amnesty menunjukkan pengaruh
yang lebih besar. Secara simultan, kedua variabel tersebut menjelaskan 75,1% variasi
kepatuhan wajib pajak, sedangkan 24,9% dipengaruhi faktor lain di luar model. Selain itu,
analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung sanksi pajak terhadap kesadaran wajib
pajak sebesar 0,157, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui kepatuhan sebesar 0,164,
dengan pengaruh total 0,321. Pada persamaan kedua, tax amnesty, sanksi pajak, dan
kepatuhan wajib pajak menjelaskan 91% variasi kesadaran wajib pajak, sementara 9% sisanya
dijelaskan faktor lain. Temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan kebijakan perpajakan
yang konsisten, disertai edukasi, pelayanan, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan agar
kepatuhan berkembang menjadi kesadaran sukarela. Oleh karena itu, KPP Pratama Boyolali
disarankan meningkatkan sosialisasi perpajakan, menerapkan sanksi secara tegas dan
proporsional, serta melanjutkan pembinaan setelah program tax amnesty. Penelitian
selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar dan representatif,
memperluas wilayah penelitian, menambahkan variabel seperti pengetahuan perpajakan,
kualitas pelayanan, kepercayaan kepada pemerintah, moral pajak, dan persepsi keadilan,
serta mempertimbangkan pendekatan longitudinal untuk mengamati perubahan kepatuhan
dan kesadaran wajib pajak dalam jangka panjang.
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